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PENUTUP
5.1Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat
diambil tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan DPRD terhadap Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) dalam pelaksanaan pengawasan pohon pelindung di Kota
Padang telah berjalan secara normatif sesuai dengan fungsi
pengawasan legislatif dalam sistem pemerintahan daerah.
Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat,
pembahasan LKPJ, kunjungan lapangan (sidak), serta pemberian
rekomendasi kepada kepala daerah. DPRD menjaga batas kewenangan
dengan tidak masuk ke ranah teknis operasional, melainkan berfokus
pada evaluasi kebijakan dan kinerja. Secara prosedural mekanisme
tersebut telah mencerminkan prinsip checks and balances, namun
secara substantif masih cenderung administratif dan belum
sepenuhnya berbasis pada indikator kinerja yang terukur dan sistem
pengawasan yang komprehensif.

2. Kendala pengawasan yang dihadapi DPRD bersifat struktural dan
fungsional. Dari sisi internal, pengawasan masih bergantung pada
laporan eksekutif serta belum didukung sistem data yang terintegrasi.
Dari sisi eksternal, keterbatasan sumber daya DLH, luasnya wilayah
pengawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat
terhadap ketentuan perlindungan pohon pelindung turut
mempengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah. Kondisi ini
menunjukkan adanya potensi kelemahan struktural dalam tata kelola
pengawasan (structural weakness in oversight governance), di mana
desain pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh sistem evaluasi

kinerja yang kuat dan koordinasi yang optimal antar lembaga.
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3. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan pengawasan DPRD
telah mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, dan al-hisbah
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat. DPRD sebagai
representasi Ahlul Halli wal ‘Aqdi menjalankan fungsi kontrol untuk
menjaga hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan sehat.
Pengawasan terhadap pohon pelindung berkaitan dengan
perlindungan jiwa (hifz an-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal), dan
keberlanjutan lingkungan. Meskipun demikian, implementasinya
masih memerlukan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan
efektivitas agar tujuan kemaslahatan dapat terwujud secara optimal.

5.2Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan di atas, maka
penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintahan kota Padang

Pemerintah Kota Padang, khususnya DPRD dan Dinas Lingkungan
Hidup untuk memperkuat sistem pengawasan terintegrasi dan
berbasis indikator kinerja yang terukur dalam pelaksanaan Peraturan
Daerah tentang pohon pelindung. DPRD optimalisasi fungsi
pengawasan melalui evaluasi berkala yang berbasis data serta
memperkuat transparansi hasil pengawasan kepada publik. Sementara
itu, DLH diharapkan meningkatkan kapasitas teknis, pemeliharaan
preventif, serta penegakan sanksi secara konsisten guna menjamin
perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Kepada Masyarakat Kota Padang

Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif
dalam menjaga serta melindungi pohon pelindung sebagai bagian dari
hak dan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan daerah dan pelaporan terhadap pelanggaran lingkungan
menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan keberlanjutan

kota.
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